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PIMPINAN DPRD KABUPATEN ?Al’,{\NGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 /07 / DPRD-BLG / TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT 1

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

w

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian
Pemerintah Daerah, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD, Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah
Tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2018, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Pembicaraan
Tingkat 1 Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 ;

sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor
4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



nWw

Do

Memperhatikan

4.

10.

Undang - Undang 014 tentang Majelis
ang Nomor 17 Tahun 2 an Rakyat, Dewan

Permusyarawatan Rak '
akyat, Dewan perwakil
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Balyel Dafl;mli1 n
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 'Tam o
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568):
2014 tentang Pemerintahas
n a Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahu
blik Indonesia

Daerah (Lembaran Negara Republik Indones!
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubii®. d n
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir gnﬁan
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru ;0?4
Kedua Afas Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun ik
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Repub’
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran

Negara Repubhik Indonesia Nomor 5679);

Tahun 2004 tentang
impinan dan Anggota
Lembaran Negard

Peraturan Pemerintah  Nomor 24
Kedudukan Protokoler dan Keuangan P
Dewan Perwakilan Rakyat daerah (
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4712)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (
embaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata T ertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ).

uran Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

Perat
an dan Anggota Dewan Perwakilan

dan Administratif Pimpin
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- Rapat Paripurna Penyampaian Raperda
Pertanggungjawaban ~APBD Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2018, Tanggal 11 Juni 2019 ;
Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, Tanggal
11 Juni 2019 ;
- Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah  Daerah
Kabupaten Balangan Terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda
Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran 2018, Tanggal 11J uni 2019,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KE

DAI;UTUSANK . BDEWAN PERWAKILAN RAKY{:;I}"

PELAKSANA UPATEN BALANGAN . IT'I}‘EI?;I?AIT
AN P INGKA

AT URA DAERAH

NCANGAN
PERATURAN
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 20195

I Terkait Rancangan
tentang
elanja

Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan B
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

Pembicaraan Tingkat 1 sebagaimana DIKTUM KESATU
dinyatakan selesai apabila proses pembahasan rancangan
peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, untuk selanjutnya diteruskan dengan
Pembicaraan Tingkat 11 ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 9 Juli 2019

H. ABDUL HADL S. Ag, M. 1. Kom

W L KETUA,
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M. NOR ISWAN, S. Pd
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